



    Asian Journal of Applied Education (AJAE)

    Vol. 5, No. 3, 2026: 437-458

    

    Multi Kultural menurut Hukum Islam dan aplikasinya dalam Pendidikan

    Yuliani1*, Syahrul Fadli. R2, Yuliarni3, Ali Amat4, Maigus5, Mira Salsabila6, Tamrin Kamal7, Firdaus8

    Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

    Corresponding Author: Yuliani,
  yuliani33010@gmail.com


    

    Kata Kunci: Multikulturalisme, Hukum Islam, Pendidikan Islam, Toleransi, Moderasi Beragama

    

    Received : 27, May

    Revised : 28, June

    Accepted: 30, July

    

    ABSTRAK

    Konsep multikulturalisme dalam perspektif hukum Islam klasik dan kontemporer serta aplikasinya dalam pendidikan Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dengan menganalisis berbagai literatur akademik terkait multikulturalisme, hukum Islam, dan pendidikan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa multikulturalisme dalam Islam memiliki dasar normatif yang kuat melalui prinsip keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman. Dalam perspektif hukum Islam klasik, konsep multikultural tercermin dalam Piagam Madinah, konsep ahl al-dhimmah, serta praktik sosial masyarakat Islam awal yang mengakomodasi pluralitas. Sementara itu, pemikiran Islam kontemporer menampilkan reinterpretasi konsep multikultural melalui pendekatan moderasi beragama, hak asasi manusia, dan demokrasi. Implementasi nilai multikultural dalam pendidikan Islam dapat dilakukan melalui pengembangan kurikulum inklusif, penguatan kompetensi guru, dan penciptaan lingkungan pendidikan yang menghargai keberagaman. Kajian ini menegaskan bahwa pendidikan multikultural dalam Islam memiliki implikasi terhadap pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.
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PENDAHULUAN


Indonesia
dikonstruksikan sebagai masyarakat multikultural yang ditandai oleh keberagaman
etnis, agama, bahasa, dan praktik budaya yang tersebar di berbagai wilayah.
Keragaman ini membentuk konfigurasi sosial yang kompleks serta menuntut adanya
mekanisme integrasi yang berbasis pada pengakuan terhadap perbedaan. Multicultural
society dalam konteks Indonesia tidak sekadar merujuk pada keberagaman
demografis, melainkan juga mencerminkan dinamika relasi sosial yang melibatkan
interaksi antar kelompok dengan latar belakang berbeda (Tilaar, 2012). Penelitian
lain menunjukkan bahwa keberagaman ini memiliki implikasi langsung terhadap
sistem pendidikan dan kebijakan sosial (Banks, 2015; Parekh, 2014).


Fenomena
multikultural di Indonesia tidak terlepas dari tantangan berupa munculnya
intoleransi, konflik identitas, dan eksklusivisme sosial. Beberapa studi
menunjukkan bahwa meningkatnya sentimen berbasis identitas sering kali
dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan yang sempit dan kurang kontekstual (Azra,
2019). Dalam kajian lain, konflik sosial berbasis perbedaan identitas dipahami
sebagai akibat dari kegagalan internalisasi nilai toleransi dalam masyarakat
(Hefner, 2011; Abdullah, 2017). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan
antara realitas keberagaman dengan praktik sosial yang berkembang.


Pendidikan
diposisikan sebagai instrumen strategis dalam mentransformasikan nilai
multikultural ke dalam praktik kehidupan sosial. Dalam perspektif pendidikan,
multikulturalisme dipahami sebagai pendekatan yang menekankan pada pengakuan
terhadap keberagaman serta pembentukan sikap inklusif (Banks, 2015). Studi lain
menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran dalam membentuk kesadaran kritis
terhadap perbedaan serta mengurangi potensi konflik sosial (Tilaar, 2012; Gay,
2018). Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan berfungsi sebagai ruang
internalisasi nilai yang berkaitan dengan keberagaman.


Dalam
konteks Islam, keberagaman dipandang sebagai bagian dari ketetapan Ilahi yang
memiliki dimensi teologis dan sosial. Konsep rahmatan lil ‘alamin
mencerminkan bahwa ajaran Islam mengandung nilai universal yang mencakup
penghormatan terhadap perbedaan (Quraish Shihab, 2013). Penelitian lain
mengkaji bahwa prinsip-prinsip Islam mengakomodasi keberagaman melalui konsep
keadilan dan kesetaraan (Esposito, 2011; Kamali, 2015). Perspektif ini
menunjukkan bahwa Islam memiliki landasan normatif yang berkaitan dengan
multikulturalisme.


Hukum
Islam klasik merepresentasikan praktik pengelolaan masyarakat multikultural
melalui berbagai instrumen sosial dan politik. Piagam Madinah sering dijadikan
rujukan sebagai bentuk kontrak sosial yang mengatur hubungan antar kelompok
berbeda agama dan suku (An-Na’im, 2010). Dalam kajian lain, konsep ahl
al-dhimmah menunjukkan adanya mekanisme perlindungan terhadap kelompok
non-Muslim dalam masyarakat Islam (Kamali, 2015; Hallaq, 2013). Hal ini mencerminkan
adanya struktur hukum yang mengakomodasi pluralitas sosial.


Perkembangan
pemikiran hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya reinterpretasi terhadap
konsep multikultural dalam konteks modern. Diskursus mengenai pluralisme,
demokrasi, dan hak asasi manusia menjadi bagian dari pembaruan pemikiran Islam
(Abdullah, 2017). Studi lain menunjukkan bahwa pendekatan wasathiyah
atau moderasi beragama digunakan sebagai kerangka dalam memahami keberagaman
(Azra, 2019; Esposito, 2011). Hal ini menunjukkan adanya dinamika pemikiran
yang menyesuaikan dengan konteks global.


Integrasi
nilai multikultural dalam pendidikan Islam menjadi bagian dari upaya
mengembangkan sistem pendidikan yang responsif terhadap keberagaman. Pendidikan
Islam tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, melainkan juga pada
pembentukan karakter yang mencerminkan nilai toleransi (Nata, 2012). Penelitian
lain menekankan pentingnya kurikulum yang mengakomodasi keberagaman budaya dan
agama dalam proses pembelajaran (Banks, 2015; Gay, 2018). Hal ini menunjukkan
bahwa pendidikan Islam memiliki potensi dalam mengembangkan nilai
multikultural.


Kurikulum
pendidikan Islam dapat dirancang dengan mengintegrasikan nilai-nilai
multikultural ke dalam materi pembelajaran. Pendekatan ini mencakup penguatan
pemahaman terhadap perbedaan serta pengembangan sikap inklusif dalam interaksi
sosial (Tilaar, 2012). Kajian lain menunjukkan bahwa kurikulum berbasis
multikultural mampu meningkatkan sensitivitas sosial peserta didik terhadap
keberagaman (Banks, 2015; Parekh, 2014). Hal ini menunjukkan relevansi
integrasi nilai multikultural dalam sistem pendidikan.


Peran
guru dalam pendidikan multikultural menjadi faktor penting dalam proses
internalisasi nilai. Guru diposisikan sebagai agen sosial yang memiliki peran
dalam membentuk perspektif peserta didik terhadap keberagaman (Gay, 2018).
Penelitian lain menunjukkan bahwa kompetensi guru dalam memahami
multikulturalisme berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran (Banks, 2015;
Abdullah, 2017). Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas interaksi antara guru
dan peserta didik memengaruhi pembentukan sikap.


Lingkungan
pendidikan juga berkontribusi dalam membentuk praktik multikultural melalui
interaksi sosial yang terjadi di dalamnya. Sekolah sebagai ruang sosial
memungkinkan terjadinya pertemuan antar individu dengan latar belakang berbeda
(Tilaar, 2012). Studi lain menunjukkan bahwa budaya sekolah yang inklusif dapat
mendorong terbentuknya sikap toleransi (Hefner, 2011; Gay, 2018). Hal ini
menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan memiliki dimensi sosial yang
berpengaruh terhadap pembentukan nilai.


Implementasi
pendidikan multikultural menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan
faktor struktural dan kultural. Salah satu tantangan yang diidentifikasi adalah
adanya resistensi terhadap pluralisme yang berasal dari pemahaman keagamaan
yang eksklusif (Azra, 2019). Penelitian lain menunjukkan bahwa kurangnya
literasi multikultural menjadi hambatan dalam implementasi pendidikan berbasis
keberagaman (Abdullah, 2017; Parekh, 2014). Hal ini menunjukkan adanya
kebutuhan penguatan pemahaman terhadap multikulturalisme.


Aspek
kognitif dalam pendidikan multikultural berkaitan dengan kemampuan memahami
konsep keberagaman secara teoritis. Pendidikan diharapkan mampu mengembangkan
kemampuan analitis terhadap perbedaan dalam masyarakat (Banks, 2015). Kajian
lain menunjukkan bahwa pemahaman kognitif terhadap multikulturalisme
berkontribusi terhadap pembentukan pola pikir yang lebih terbuka (Tilaar, 2012;
Gay, 2018). Hal ini menunjukkan hubungan antara pengetahuan dan sikap terhadap
keberagaman.


Aspek
afektif berkaitan dengan pembentukan sikap dan nilai yang mencerminkan
penghargaan terhadap perbedaan. Pendidikan multikultural berupaya menanamkan
nilai toleransi, empati, dan penghormatan terhadap keberagaman (Parekh, 2014).
Penelitian lain menunjukkan bahwa internalisasi nilai afektif berperan dalam
mengurangi potensi konflik sosial (Hefner, 2011; Abdullah, 2017). Hal ini
menunjukkan pentingnya dimensi emosional dalam pendidikan.


Aspek
psikomotor berkaitan dengan implementasi nilai multikultural dalam praktik
kehidupan sehari-hari. Perilaku yang mencerminkan sikap inklusif menjadi
indikator dari keberhasilan pendidikan multikultural (Gay, 2018). Studi lain
menunjukkan bahwa interaksi sosial yang berbasis pada nilai toleransi dapat
terbentuk melalui pengalaman langsung dalam lingkungan pendidikan (Banks, 2015;
Tilaar, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi
pada pengetahuan, tetapi juga praktik sosial.


Kajian
mengenai multikultural dalam perspektif hukum Islam dan aplikasinya dalam
pendidikan menunjukkan adanya keterkaitan antara dimensi normatif dan praktis.
Pendekatan ini memungkinkan analisis yang mengintegrasikan konsep teologis
dengan praktik pendidikan dalam konteks sosial yang beragam (Azra, 2019).
Penelitian lain menunjukkan bahwa integrasi antara nilai Islam dan
multikulturalisme memiliki implikasi terhadap pembentukan masyarakat yang
inklusif (Esposito, 2011; Abdullah, 2017). Hal ini menunjukkan relevansi kajian dalam
konteks pendidikan kontemporer.


 


TINJAUAN
PUSTAKA










Konsep Multikulturalisme


1.     Definisi Multikulturalisme


Multikulturalisme
dipahami sebagai suatu kerangka konseptual yang menekankan pengakuan terhadap
keberagaman identitas budaya dalam suatu masyarakat. Dalam kajian akademik, multiculturalism
merujuk pada upaya sistematis untuk mengakomodasi perbedaan etnis, agama, dan
budaya dalam struktur sosial dan politik (Parekh, 2016). Banks (2019)
menjelaskan bahwa multikulturalisme dalam pendidikan berfungsi sebagai
pendekatan yang mengintegrasikan keberagaman ke dalam proses pembelajaran.
Sementara itu, Tilaar (2015) menempatkan multikulturalisme sebagai bagian dari
strategi pendidikan yang berorientasi pada penguatan demokrasi dan keadilan
sosial dalam masyarakat plural.


Dalam konteks
pendidikan, multikulturalisme diartikulasikan sebagai pendekatan pedagogis yang
mengakui keberagaman latar belakang peserta didik. Gay (2018) mendefinisikan multicultural
education sebagai praktik pendidikan yang responsif terhadap budaya peserta
didik melalui integrasi nilai, perspektif, dan pengalaman yang beragam dalam
proses pembelajaran. Sejalan dengan itu, Nieto dan Bode (2018) menekankan bahwa
pendidikan multikultural berkaitan dengan upaya menciptakan kesetaraan
kesempatan belajar bagi seluruh peserta didik. Di Indonesia, konsep ini
dikaitkan dengan upaya membangun harmoni sosial melalui pendidikan berbasis
keberagaman (Azra, 2019).


 


2.    
Prinsip-Prinsip
Multikulturalisme


Multikulturalisme
dibangun atas sejumlah prinsip normatif yang menjadi dasar dalam mengelola
keberagaman sosial. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dalam
membentuk interaksi sosial yang inklusif dan berkeadilan. Parekh (2016)
mengidentifikasi bahwa pengakuan terhadap perbedaan merupakan aspek fundamental
dalam multikulturalisme. Banks (2019) menambahkan bahwa prinsip tersebut
berkaitan dengan upaya menciptakan struktur sosial yang tidak diskriminatif.
Dalam konteks Indonesia, Tilaar (2015) mengaitkan prinsip multikulturalisme
dengan nilai kebhinekaan sebagai fondasi kehidupan berbangsa.


Beberapa prinsip
utama dalam multikulturalisme dapat diuraikan sebagai berikut:



 	Toleransi
     (tolerance)




Toleransi
merujuk pada sikap menghargai perbedaan tanpa menghilangkan identitas
masing-masing kelompok. Dalam kajian pendidikan, toleransi dipahami sebagai
kemampuan individu untuk berinteraksi secara konstruktif dengan kelompok lain
(Gay, 2018). Penelitian lain menunjukkan bahwa toleransi memiliki keterkaitan dengan
pembentukan sikap sosial yang adaptif dalam masyarakat plural (Hefner, 2015;
Azra, 2019).



 	Kesetaraan
     (equality)




Kesetaraan
mengacu pada perlakuan yang adil terhadap seluruh individu tanpa diskriminasi.
Banks (2019) menjelaskan bahwa kesetaraan dalam pendidikan mencakup akses yang
setara terhadap sumber belajar. Parekh (2016) mengaitkan kesetaraan dengan
distribusi hak yang tidak didasarkan pada identitas kelompok. Dalam konteks
Indonesia, prinsip ini berkaitan dengan upaya mengurangi ketimpangan sosial
berbasis identitas (Tilaar, 2015).



 	Pengakuan
     identitas (recognition of identity)




Pengakuan
identitas merujuk pada penerimaan terhadap keberadaan identitas budaya dan
agama dalam ruang publik. Dalam kajian multikulturalisme, pengakuan identitas
dipahami sebagai bentuk legitimasi terhadap keberagaman (Taylor, 2016). Banks
(2019) menekankan bahwa pengakuan ini berkaitan dengan representasi kelompok
dalam kurikulum pendidikan. Penelitian lain menunjukkan bahwa pengakuan
identitas berkontribusi terhadap stabilitas sosial dalam masyarakat plural
(Nieto & Bode, 2018).


 


i.Multikultural dalam Konteks Indonesia


Multikulturalisme di
Indonesia memiliki karakteristik yang dipengaruhi oleh sejarah, budaya, dan
struktur sosial masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan tingkat keberagaman
tinggi menghadapi dinamika interaksi antar kelompok yang kompleks. Hefner
(2015) menjelaskan bahwa pluralitas di Indonesia terbentuk melalui proses
historis yang melibatkan interaksi antar budaya dan agama. Azra (2019) mengkaji
bahwa keberagaman ini menjadi bagian dari identitas nasional yang tercermin
dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika. Dalam kajian lain, Abdullah (2017)
menunjukkan bahwa keberagaman di Indonesia memerlukan pendekatan yang
kontekstual dalam pengelolaannya.


Dalam praktiknya,
multikulturalisme di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang
berkaitan dengan konflik identitas dan intoleransi. Penelitian menunjukkan
bahwa meningkatnya polarisasi sosial dapat dipengaruhi oleh faktor politik dan
interpretasi keagamaan (Hefner, 2015). Azra (2019) mengidentifikasi bahwa
pendidikan memiliki peran dalam mereduksi potensi konflik melalui internalisasi
nilai toleransi. Sementara itu, Tilaar (2015) menekankan bahwa pendidikan
multikultural di Indonesia perlu disesuaikan dengan konteks lokal agar relevan
dengan realitas sosial masyarakat.


ii.Multikultural sebagai Paradigma Pendidikan


Multikulturalisme
dalam pendidikan diposisikan sebagai paradigma yang mengarahkan proses
pembelajaran pada pengakuan terhadap keberagaman. Banks (2019) menjelaskan
bahwa paradigma ini mencakup transformasi kurikulum, metode pembelajaran, dan
evaluasi yang berbasis pada keberagaman budaya. Gay (2018) menekankan bahwa culturally
responsive teaching menjadi pendekatan yang relevan dalam pendidikan multikultural.
Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai transfer
pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan perspektif sosial peserta
didik.


Sebagai paradigma
pendidikan, multikulturalisme berkaitan dengan pengembangan kompetensi sosial
yang mencerminkan kemampuan berinteraksi dalam masyarakat plural. Nieto dan
Bode (2018) menunjukkan bahwa pendidikan multikultural berkontribusi terhadap
pembentukan kesadaran kritis terhadap ketidakadilan sosial. Penelitian lain
mengaitkan paradigma ini dengan upaya membangun lingkungan belajar yang
inklusif dan partisipatif (Banks, 2019; Tilaar, 2015). Dalam konteks pendidikan
Islam, pendekatan multikultural dapat diintegrasikan melalui nilai-nilai yang
mencerminkan penghormatan terhadap keberagaman dan keadilan sosial (Azra,
2019).










 


Multikultural dalam Perspektif Hukum Islam


i.              
Perspektif Hukum
Islam Klasik


Hukum Islam klasik
merepresentasikan kerangka normatif yang mengatur relasi sosial dalam
masyarakat yang beragam secara etnis dan agama. Dalam kajian sejarah,
masyarakat awal Islam menunjukkan pola interaksi yang melibatkan berbagai
kelompok dengan identitas berbeda. Hallaq (2018) menjelaskan bahwa hukum Islam
berkembang dalam konteks sosial yang plural sehingga mengakomodasi keberagaman
sebagai realitas empiris. Dalam penelitian lain, An-Na’im (2016) menegaskan
bahwa praktik hukum Islam klasik tidak terlepas dari kebutuhan menjaga
stabilitas sosial dalam masyarakat multikultural. Kamali (2019) juga
menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam
merespons keragaman sosial melalui pendekatan normatif yang adaptif.


Piagam Madinah sering
dijadikan sebagai representasi awal dari praktik masyarakat multikultural dalam
Islam. Dokumen ini mengatur hubungan antara komunitas Muslim, Yahudi, dan
kelompok lainnya dalam satu sistem sosial-politik yang terstruktur. An-Na’im
(2016) mengkaji bahwa Piagam Madinah mencerminkan bentuk kontrak sosial yang
mengakui keberagaman identitas dalam satu komunitas politik. Dalam kajian lain,
Esposito (2018) menempatkan Piagam Madinah sebagai model awal tata kelola
masyarakat plural dalam Islam. Hallaq (2018) menunjukkan bahwa prinsip-prinsip
yang terkandung dalam dokumen tersebut berkaitan dengan pengakuan terhadap hak
dan kewajiban antar kelompok.


Konsep ummatan
wahidah dalam hukum Islam klasik menggambarkan kesatuan komunitas yang
dibangun di atas keberagaman. Konsep ini tidak menghapus perbedaan identitas,
melainkan menempatkannya dalam kerangka kesatuan sosial yang terorganisasi.
Kamali (2019) menjelaskan bahwa ummatan wahidah mencerminkan integrasi
sosial yang berbasis pada nilai keadilan dan tanggung jawab kolektif.
Penelitian lain menunjukkan bahwa konsep ini berfungsi sebagai mekanisme untuk
mengelola perbedaan dalam masyarakat Islam (Hallaq, 2018; Esposito, 2018).
Dalam konteks ini, keberagaman diposisikan sebagai bagian dari struktur sosial
yang diatur melalui norma hukum.


Perlindungan terhadap
non-Muslim dalam hukum Islam klasik diatur melalui konsep ahl al-dhimmah.
Konsep ini mengacu pada pengakuan terhadap keberadaan kelompok non-Muslim yang
diberikan perlindungan hukum dalam masyarakat Islam. An-Na’im (2016)
menjelaskan bahwa sistem ini mencerminkan adanya pengaturan hubungan antar
kelompok berbasis kontrak sosial. Kamali (2019) mengkaji bahwa perlindungan
tersebut mencakup aspek keamanan, kebebasan beragama, dan hak sosial. Dalam
kajian lain, Hallaq (2018) menunjukkan bahwa konsep ini merupakan bagian dari
struktur hukum yang mengakomodasi pluralitas dalam masyarakat Islam klasik.


Prinsip keadilan (al-‘adl)
menjadi dasar dalam pengaturan hubungan sosial dalam hukum Islam klasik.
Keadilan dipahami sebagai distribusi hak dan kewajiban yang proporsional dalam
masyarakat. Kamali (2019) menjelaskan bahwa prinsip keadilan dalam Islam
memiliki dimensi normatif yang mencakup hubungan antar individu dan kelompok.
Esposito (2018) mengkaji bahwa keadilan menjadi landasan dalam menjaga
keseimbangan sosial dalam masyarakat plural. Hallaq (2018) menunjukkan bahwa
implementasi prinsip keadilan dalam hukum Islam berkaitan dengan upaya
menghindari diskriminasi berbasis identitas.


Selain keadilan,
prinsip toleransi (tasamuh) juga menjadi bagian dari struktur nilai
dalam hukum Islam klasik. Toleransi merujuk pada sikap menghargai perbedaan dalam
praktik sosial tanpa menghilangkan identitas masing-masing kelompok. Esposito
(2018) menjelaskan bahwa toleransi dalam Islam memiliki dasar teologis yang
berkaitan dengan pengakuan terhadap keberagaman. Kamali (2019) mengkaji bahwa
prinsip tasamuh berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga hubungan
harmonis antar kelompok. Dalam kajian lain, An-Na’im (2016) menunjukkan bahwa
toleransi menjadi bagian dari praktik sosial dalam masyarakat Islam awal.


Praktik historis
kehidupan plural dalam peradaban Islam menunjukkan adanya interaksi yang
melibatkan berbagai kelompok dengan latar belakang berbeda. Dalam kajian
sejarah, kota-kota seperti Baghdad dan Cordoba menjadi pusat interaksi budaya
dan intelektual yang melibatkan Muslim dan non-Muslim. Hallaq (2018) menjelaskan
bahwa peradaban Islam berkembang melalui kontribusi berbagai kelompok dalam
bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Esposito (2018) menunjukkan bahwa
pluralitas menjadi bagian dari dinamika sosial dalam peradaban Islam.
Penelitian lain mengindikasikan bahwa interaksi tersebut membentuk pola
hubungan sosial yang berbasis pada koeksistensi (Kamali, 2019).


 


ii.            
Perspektif Hukum
Islam Kontemporer


Perkembangan
pemikiran hukum Islam kontemporer menunjukkan adanya reinterpretasi terhadap
konsep multikultural dalam konteks modern. Diskursus mengenai pluralisme
menjadi bagian dari upaya memahami keberagaman dalam kerangka global. Abdullah
(2017) menjelaskan bahwa pemikiran Islam kontemporer berupaya mengintegrasikan
nilai-nilai tradisional dengan realitas modern. Azra (2019) mengkaji bahwa
pluralisme dalam Islam berkaitan dengan pengakuan terhadap keberagaman sebagai
bagian dari kehidupan sosial. Esposito (2018) menunjukkan bahwa perkembangan
ini dipengaruhi oleh dinamika global seperti demokrasi dan hak asasi manusia.


Konsep wasathiyah
atau moderasi beragama menjadi salah satu pendekatan dalam memahami
multikulturalisme dalam Islam kontemporer. Konsep ini merujuk pada sikap
moderat dalam beragama yang menghindari ekstremitas. Azra (2019) menjelaskan
bahwa wasathiyah berkaitan dengan keseimbangan dalam memahami ajaran
agama dalam konteks sosial. Abdullah (2017) mengkaji bahwa moderasi beragama
berfungsi sebagai kerangka dalam mengelola keberagaman. Dalam kajian lain,
Kamali (2019) menunjukkan bahwa konsep ini memiliki relevansi dalam merespons
tantangan pluralisme dalam masyarakat modern.


Hak asasi manusia
dalam perspektif Islam menjadi bagian dari diskursus kontemporer yang berkaitan
dengan multikulturalisme. Dalam kajian ini, hak asasi manusia dipahami sebagai
prinsip yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. An-Na’im (2016)
menjelaskan bahwa reinterpretasi hukum Islam diperlukan untuk menyesuaikan
dengan standar hak asasi manusia modern. Esposito (2018) mengkaji bahwa
nilai-nilai Islam memiliki kesesuaian dengan prinsip hak asasi manusia dalam
konteks tertentu. Penelitian lain menunjukkan bahwa integrasi antara hukum
Islam dan hak asasi manusia menjadi isu penting dalam kajian kontemporer
(Kamali, 2019).


Respon terhadap isu
demokrasi dalam pemikiran Islam kontemporer menunjukkan adanya upaya untuk
mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan sistem politik modern. Abdullah
(2017) menjelaskan bahwa demokrasi dalam perspektif Islam berkaitan dengan
prinsip musyawarah dan partisipasi. Azra (2019) mengkaji bahwa demokrasi
menjadi bagian dari dinamika pemikiran Islam dalam konteks negara modern.
Esposito (2018) menunjukkan bahwa integrasi antara Islam dan demokrasi menjadi
bagian dari diskursus global yang terus berkembang.


Globalisasi menjadi
faktor yang memengaruhi perkembangan pemikiran Islam terkait multikulturalisme.
Dalam konteks ini, globalisasi memperluas interaksi antar budaya dan agama yang
memerlukan pendekatan baru dalam memahami keberagaman. Azra (2019) menjelaskan
bahwa globalisasi membawa perubahan dalam cara masyarakat memahami identitas.
Abdullah (2017) mengkaji bahwa globalisasi memunculkan tantangan dalam menjaga
keseimbangan antara identitas lokal dan global. Kamali (2019) menunjukkan bahwa
respon terhadap globalisasi menjadi bagian dari adaptasi pemikiran Islam
kontemporer.


Konflik identitas
menjadi isu yang muncul dalam masyarakat multikultural modern dan menjadi
perhatian dalam pemikiran Islam kontemporer. Dalam kajian ini, konflik
identitas dipahami sebagai akibat dari ketegangan antara kelompok dengan latar
belakang berbeda. Hefner (2015) menjelaskan bahwa konflik ini sering kali
berkaitan dengan politik identitas. Abdullah (2017) mengkaji bahwa pemahaman
agama yang eksklusif dapat memperkuat konflik tersebut. Azra (2019) menunjukkan
bahwa pendekatan moderasi beragama digunakan untuk mereduksi potensi konflik
dalam masyarakat plural.


Integrasi nilai Islam
dan multikulturalisme modern menjadi bagian dari upaya membangun kerangka
konseptual yang relevan dengan konteks kontemporer. Dalam kajian ini,
nilai-nilai Islam seperti keadilan, toleransi, dan kesetaraan dihubungkan
dengan prinsip multikulturalisme. Kamali (2019) menjelaskan bahwa integrasi ini
memungkinkan pengembangan pemikiran Islam yang adaptif. Esposito (2018)
mengkaji bahwa pendekatan ini berkontribusi terhadap pembentukan masyarakat
yang inklusif. Abdullah (2017) menunjukkan bahwa integrasi nilai menjadi bagian
dari dinamika pemikiran Islam dalam merespons keberagaman.


 


METODOLOGI


Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan library research
atau studi pustaka. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep
multikultural dalam perspektif hukum Islam serta aplikasinya dalam pendidikan
melalui penelaahan sumber-sumber tertulis yang relevan. Creswell (2016)
menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi makna yang
dibangun dari data berbasis teks dan konteks. Dalam kajian lain, Zed (2018)
mengkaji bahwa library research merupakan metode yang memanfaatkan
sumber pustaka sebagai data utama dalam penelitian. Sugiyono (2017) menunjukkan
bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial
berdasarkan perspektif teoritis dan konseptual.


Pendekatan ini
dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep dan pemikiran, bukan
pada pengumpulan data lapangan. Dalam konteks ini, multikulturalisme dalam
hukum Islam dianalisis melalui literatur klasik dan kontemporer yang relevan.
Neuman (2017) menjelaskan bahwa studi pustaka memungkinkan peneliti mengkaji
teori dan konsep secara mendalam melalui berbagai sumber akademik. Sementara
itu, Creswell (2016) menunjukkan bahwa pendekatan kualitatif memberikan ruang
untuk interpretasi terhadap makna yang terkandung dalam data. Zed (2018)
menegaskan bahwa penelitian berbasis pustaka memiliki kontribusi dalam
pengembangan kerangka teoritis dalam suatu kajian.










 


Sumber Data


Sumber data dalam
penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh dari
berbagai literatur akademik. Data primer berupa buku dan karya ilmiah yang
secara langsung membahas multikulturalisme, hukum Islam, dan pendidikan Islam.
Sumber ini mencakup karya-karya dari Banks (2019), Azra (2019), serta Kamali
(2019) yang relevan dengan tema penelitian. Creswell (2016) menjelaskan bahwa
data primer dalam penelitian kualitatif dapat berupa dokumen yang memiliki
keterkaitan langsung dengan fokus kajian. Neuman (2017) mengkaji bahwa
penggunaan data primer memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap
konsep yang diteliti.


Data sekunder
diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel akademik, dan publikasi lainnya yang
mendukung analisis penelitian. Sumber ini digunakan untuk memperkuat
argumentasi dan memberikan perspektif tambahan terhadap konsep yang dikaji. Zed
(2018) menjelaskan bahwa data sekunder berfungsi sebagai pelengkap dalam
penelitian berbasis pustaka. Sugiyono (2017) menunjukkan bahwa penggunaan data
sekunder dapat meningkatkan validitas penelitian melalui triangulasi sumber.
Dalam konteks ini, data sekunder digunakan untuk memperkaya analisis mengenai
multikultural dalam perspektif hukum Islam dan aplikasinya dalam pendidikan.










 


Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan
mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik
penelitian. Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa teknik dokumentasi digunakan
untuk memperoleh data dalam bentuk teks, buku, dan dokumen lainnya. Zed (2018)
mengkaji bahwa studi dokumentasi dalam library research melibatkan
proses identifikasi, klasifikasi, dan analisis sumber pustaka. Creswell (2016)
menunjukkan bahwa pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara
sistematis untuk memastikan relevansi dengan fokus penelitian.


Proses pengumpulan
data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:



 	Identifikasi
     sumber




Menentukan
literatur yang relevan dengan topik penelitian (Neuman, 2017; Creswell, 2016;
Zed, 2018).



 	Seleksi data




Memilih
sumber yang memiliki kredibilitas akademik dan relevansi teoritis (Sugiyono,
2017; Banks, 2019; Azra, 2019).



 	Klasifikasi data




Mengelompokkan
data berdasarkan tema seperti multikulturalisme, hukum Islam, dan pendidikan
(Zed, 2018; Neuman, 2017; Creswell, 2016).



 	Pencatatan data




Mendokumentasikan
informasi yang diperoleh untuk keperluan analisis (Sugiyono, 2017; Zed, 2018;
Creswell, 2016).


Tahapan tersebut
menunjukkan bahwa pengumpulan data dilakukan secara sistematis untuk memastikan
kualitas dan relevansi data yang digunakan dalam penelitian.










 


Teknik Analisis Data


Teknik analisis data
dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan
deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menginterpretasikan data
yang diperoleh dari literatur dan menghubungkannya dengan kerangka teoritis
yang digunakan. Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) menjelaskan bahwa analisis
data kualitatif melibatkan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Creswell (2016) mengkaji bahwa analisis kualitatif bertujuan untuk
mengidentifikasi pola dan makna dalam data. Neuman (2017) menunjukkan bahwa
analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan fenomena berdasarkan data yang
tersedia.


Proses analisis data
dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:



 	Reduksi data




Menyederhanakan
data dengan memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian (Miles et
al., 2014; Creswell, 2016; Sugiyono, 2017).



 	Penyajian data




Menyusun
data dalam bentuk narasi yang sistematis untuk memudahkan analisis (Neuman,
2017; Zed, 2018; Creswell, 2016).



 	Interpretasi
     data




Menghubungkan
data dengan teori untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif (Miles et al.,
2014; Banks, 2019; Azra, 2019).



 	Penarikan
     kesimpulan




Menyusun
hasil analisis dalam bentuk temuan penelitian yang terstruktur (Creswell, 2016;
Sugiyono, 2017; Neuman, 2017).










 


Keabsahan Data


Keabsahan data dalam
penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan
membandingkan berbagai literatur yang digunakan dalam penelitian. Creswell
(2016) menjelaskan bahwa triangulasi digunakan untuk meningkatkan kredibilitas
dalam penelitian kualitatif. Neuman (2017) mengkaji bahwa penggunaan berbagai
sumber data dapat membantu mengurangi bias dalam analisis. Sugiyono (2017)
menunjukkan bahwa triangulasi sumber merupakan salah satu teknik yang digunakan
untuk memastikan validitas data.


Selain itu, keabsahan
data juga dijaga melalui penggunaan sumber yang memiliki kredibilitas akademik
tinggi. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku dan
jurnal yang memiliki reputasi dalam bidangnya. Zed (2018) menjelaskan bahwa
kualitas sumber pustaka memengaruhi validitas hasil penelitian. Creswell (2016)
mengkaji bahwa pemilihan sumber yang tepat menjadi bagian dari proses validasi
dalam penelitian kualitatif. Dengan demikian, keabsahan data dalam penelitian
ini dijaga melalui kombinasi teknik triangulasi dan seleksi sumber yang
kredibel.


 


HASIL DAN
PEMBAHASAN


Pemahaman Konsep
Multikultural dalam Islam


Aspek kognitif dalam pendidikan multikultural berkaitan
dengan kemampuan peserta didik dalam memahami konsep keberagaman dalam
perspektif Islam secara teoritis dan sistematis. Dalam kajian pendidikan, ranah
kognitif mencakup proses berpikir yang melibatkan pemahaman, analisis, dan
evaluasi terhadap suatu konsep (Anderson & Krathwohl, 2017). Banks (2019)
menjelaskan bahwa pemahaman terhadap multikulturalisme melibatkan kemampuan
mengenali keberagaman sebagai realitas sosial yang memiliki implikasi terhadap
interaksi antar kelompok. Azra (2019) mengkaji bahwa dalam perspektif Islam,
pemahaman multikultural berkaitan dengan pengakuan terhadap pluralitas sebagai
bagian dari ketentuan sosial dan teologis.


Pemahaman konsep multikultural dalam Islam mencakup
penguasaan terhadap nilai-nilai seperti toleransi (tasamuh), keadilan (al-‘adl), dan persaudaraan
(ukhuwah).
Kamali (2019) menjelaskan bahwa nilai-nilai tersebut memiliki dasar normatif
dalam ajaran Islam yang mengatur hubungan antar individu. Esposito (2018)
mengkaji bahwa pemahaman terhadap nilai tersebut berkontribusi terhadap
pembentukan perspektif yang inklusif dalam masyarakat. Abdullah (2017)
menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran dalam mentransformasikan
nilai-nilai tersebut ke dalam pemahaman konseptual peserta didik.


Penguasaan konsep multikultural dalam Islam juga
berkaitan dengan kemampuan memahami konteks sosial yang melatarbelakangi
keberagaman. Gay (2018) menjelaskan bahwa pemahaman terhadap konteks budaya
menjadi bagian dari proses pembelajaran yang responsif terhadap keberagaman.
Tilaar (2015) mengkaji bahwa pendidikan multikultural di Indonesia memerlukan
pendekatan yang kontekstual agar relevan dengan realitas sosial. Banks (2019)
menunjukkan bahwa pemahaman konsep multikultural berkontribusi terhadap
pengembangan kesadaran sosial peserta didik.


Kemampuan
Analisis Perbedaan Klasik dan Kontemporer


Kemampuan analisis dalam aspek kognitif berkaitan dengan
kapasitas peserta didik dalam membandingkan dan mengevaluasi berbagai
perspektif dalam hukum Islam terkait multikulturalisme. Anderson dan Krathwohl
(2017) menjelaskan bahwa analisis merupakan bagian dari proses kognitif yang
melibatkan kemampuan mengidentifikasi hubungan antar konsep. Hallaq (2018)
mengkaji bahwa hukum Islam klasik berkembang dalam konteks sosial tertentu yang
memengaruhi bentuk implementasinya. Abdullah (2017) menunjukkan bahwa pemikiran
Islam kontemporer melakukan reinterpretasi terhadap konsep tersebut untuk
menyesuaikan dengan dinamika modern.


Analisis perbedaan antara perspektif klasik dan
kontemporer mencakup identifikasi terhadap perubahan dalam pendekatan
metodologis. An-Na’im (2016) menjelaskan bahwa pendekatan klasik cenderung
berbasis pada struktur sosial historis, sementara pendekatan kontemporer
menekankan pada interpretasi kontekstual. Azra (2019) mengkaji bahwa perubahan
ini dipengaruhi oleh interaksi antara Islam dan sistem global. Kamali (2019)
menunjukkan bahwa kemampuan analisis ini memungkinkan peserta didik memahami
dinamika perkembangan hukum Islam dalam konteks multikultural.


Kemampuan analisis juga berkaitan dengan evaluasi
terhadap relevansi konsep klasik dalam konteks modern. Esposito (2018)
menjelaskan bahwa reinterpretasi konsep klasik menjadi bagian dari upaya
memahami keberagaman dalam masyarakat global. Hefner (2015) mengkaji bahwa
analisis terhadap perspektif tersebut dapat membantu mengidentifikasi potensi
konflik dan solusi dalam masyarakat multikultural. Banks (2019) menunjukkan
bahwa kemampuan analisis dalam pendidikan multikultural berkontribusi terhadap
pengembangan pola pikir kritis peserta didik.


 


Pengembangan
Pola Pikir Kritis terhadap Keberagaman


Pengembangan pola pikir kritis dalam aspek kognitif
berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam mengevaluasi informasi dan
perspektif terkait keberagaman secara rasional. Dalam kajian pendidikan, pola
pikir kritis mencakup kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan
merefleksikan berbagai sudut pandang (Facione, 2015). Banks (2019) menjelaskan
bahwa pendidikan multikultural bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir
kritis terhadap isu-isu sosial yang berkaitan dengan keberagaman. Gay (2018)
mengkaji bahwa pendekatan ini memungkinkan peserta didik memahami kompleksitas
interaksi dalam masyarakat plural.


Pola pikir kritis terhadap keberagaman juga berkaitan
dengan kemampuan untuk mengidentifikasi bias dan stereotip dalam interaksi
sosial. Abdullah (2017) menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peran dalam
membentuk kesadaran terhadap konstruksi sosial yang memengaruhi persepsi
terhadap kelompok lain. Hefner (2015) mengkaji bahwa kemampuan ini
berkontribusi terhadap pengurangan konflik berbasis identitas. Azra (2019)
menunjukkan bahwa pengembangan pola pikir kritis menjadi bagian dari upaya
membangun masyarakat yang inklusif.


Penguatan pola pikir kritis dalam pendidikan
multikultural dapat dilakukan melalui berbagai strategi pembelajaran yang
mendorong refleksi dan analisis. Banks (2019) menjelaskan bahwa diskusi
berbasis isu sosial dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir
kritis. Gay (2018) mengkaji bahwa pendekatan culturally
responsive teaching mendukung pengembangan kesadaran terhadap
keberagaman. Tilaar (2015) menunjukkan bahwa pendidikan multikultural berfungsi
dalam membentuk individu yang mampu berinteraksi secara konstruktif dalam
masyarakat plural.










 


Aspek Afektif


1.    
Sikap Toleransi
terhadap Perbedaan


Aspek afektif dalam
pendidikan multikultural berkaitan dengan pembentukan sikap dan nilai yang
mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman. Dalam kajian pendidikan, ranah
afektif mencakup dimensi emosional yang memengaruhi sikap individu terhadap
suatu fenomena (Krathwohl et al., 2016). Banks (2019) menjelaskan bahwa
pendidikan multikultural berfungsi dalam membentuk sikap toleransi terhadap
perbedaan budaya dan agama. Azra (2019) mengkaji bahwa dalam perspektif Islam,
toleransi (tasamuh) merupakan bagian dari nilai yang mengatur hubungan
antar individu dalam masyarakat plural.


Sikap toleransi
terhadap perbedaan mencakup kemampuan individu dalam menerima keberagaman tanpa
menunjukkan sikap diskriminatif. Gay (2018) menjelaskan bahwa toleransi dalam
pendidikan berkaitan dengan pengembangan empati terhadap kelompok lain.
Abdullah (2017) mengkaji bahwa pendidikan memiliki peran dalam
menginternalisasi nilai toleransi melalui proses pembelajaran. Hefner (2015)
menunjukkan bahwa pembentukan sikap toleransi berkontribusi terhadap
pengurangan konflik sosial dalam masyarakat multikultural.


Penguatan sikap
toleransi dalam pendidikan multikultural dapat dilakukan melalui interaksi
sosial yang mendorong pemahaman terhadap perbedaan. Banks (2019) menjelaskan bahwa
pengalaman langsung dalam berinteraksi dengan kelompok berbeda dapat
meningkatkan sikap toleransi. Gay (2018) mengkaji bahwa pendekatan culturally
responsive teaching mendukung pengembangan sikap tersebut. Tilaar (2015)
menunjukkan bahwa pendidikan multikultural memiliki peran dalam membentuk
individu yang mampu beradaptasi dalam masyarakat plural.


 


2.    
Penghargaan
terhadap Keberagaman Budaya dan Agama


Penghargaan terhadap
keberagaman budaya dan agama menjadi bagian dari aspek afektif yang berkaitan
dengan penerimaan terhadap perbedaan sebagai realitas sosial. Parekh (2016)
menjelaskan bahwa penghargaan terhadap keberagaman mencakup pengakuan terhadap
identitas kelompok dalam masyarakat. Banks (2019) mengkaji bahwa pendidikan
multikultural bertujuan untuk membentuk sikap yang menghargai perbedaan dalam
konteks sosial. Azra (2019) menunjukkan bahwa dalam Islam, penghargaan terhadap
keberagaman berkaitan dengan prinsip keadilan dan pengakuan terhadap
pluralitas.


Penghargaan terhadap
keberagaman juga berkaitan dengan kemampuan individu dalam memahami nilai-nilai
yang berbeda dalam masyarakat. Gay (2018) menjelaskan bahwa pemahaman terhadap
budaya lain menjadi bagian dari proses pembelajaran multikultural. Abdullah
(2017) mengkaji bahwa pendidikan memiliki peran dalam mengembangkan kesadaran
terhadap keberagaman melalui pendekatan yang kontekstual. Hefner (2015)
menunjukkan bahwa penghargaan terhadap perbedaan berkontribusi terhadap
pembentukan kohesi sosial.


Pengembangan sikap
penghargaan terhadap keberagaman dapat dilakukan melalui integrasi nilai
multikultural dalam kurikulum dan lingkungan pendidikan. Banks (2019)
menjelaskan bahwa representasi keberagaman dalam materi pembelajaran dapat
meningkatkan pemahaman peserta didik. Tilaar (2015) mengkaji bahwa pendidikan
multikultural di Indonesia perlu disesuaikan dengan konteks lokal. Azra (2019)
menunjukkan bahwa integrasi nilai tersebut memiliki implikasi terhadap
pembentukan sikap inklusif dalam masyarakat.


 


Internalisasi Nilai
Inklusivitas


Internalisasi nilai
inklusivitas dalam aspek afektif berkaitan dengan proses pembentukan sikap yang
mencerminkan keterbukaan terhadap perbedaan. Dalam kajian pendidikan,
inklusivitas dipahami sebagai pendekatan yang mengakomodasi keberagaman dalam
interaksi sosial (Banks, 2019). Gay (2018) menjelaskan bahwa pendidikan
inklusif berfungsi dalam menciptakan lingkungan belajar yang menerima
perbedaan. Abdullah (2017) mengkaji bahwa internalisasi nilai inklusivitas
berkaitan dengan pembentukan sikap yang tidak diskriminatif.


Nilai inklusivitas
dalam pendidikan Islam berkaitan dengan konsep keadilan dan persaudaraan dalam
ajaran agama. Azra (2019) menjelaskan bahwa inklusivitas dalam Islam
mencerminkan pengakuan terhadap keberagaman sebagai bagian dari kehidupan sosial.
Kamali (2019) mengkaji bahwa nilai tersebut memiliki dimensi normatif yang
mengatur hubungan antar individu. Hefner (2015) menunjukkan bahwa internalisasi
nilai inklusivitas berkontribusi terhadap pembentukan masyarakat yang harmonis.


Proses internalisasi
nilai inklusivitas dapat dilakukan melalui pendekatan pembelajaran yang
menekankan pada pengalaman sosial. Banks (2019) menjelaskan bahwa interaksi
dalam lingkungan pendidikan berkontribusi terhadap pembentukan sikap inklusif.
Gay (2018) mengkaji bahwa pengalaman belajar yang berbasis keberagaman dapat
meningkatkan kesadaran sosial peserta didik. Tilaar (2015) menunjukkan bahwa
pendidikan memiliki peran dalam membentuk individu yang mampu berinteraksi
dalam masyarakat plural.










 


 


 


 


Aspek Psikomotor


1.     Perilaku Tidak Diskriminatif


Aspek psikomotor
dalam pendidikan multikultural berkaitan dengan implementasi nilai dalam bentuk
perilaku nyata. Dalam kajian pendidikan, ranah psikomotor mencakup kemampuan
individu dalam menerapkan pengetahuan dan sikap dalam tindakan (Simpson, 2016).
Banks (2019) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural bertujuan untuk
menghasilkan perilaku yang mencerminkan sikap inklusif. Abdullah (2017)
mengkaji bahwa perilaku tidak diskriminatif menjadi indikator dari keberhasilan
internalisasi nilai multikultural.


Perilaku tidak
diskriminatif mencakup kemampuan individu dalam berinteraksi tanpa membedakan
latar belakang budaya dan agama. Gay (2018) menjelaskan bahwa interaksi sosial
dalam pendidikan berkontribusi terhadap pembentukan perilaku tersebut. Hefner
(2015) mengkaji bahwa perilaku inklusif memiliki implikasi terhadap kohesi
sosial dalam masyarakat. Azra (2019) menunjukkan bahwa pendidikan memiliki
peran dalam membentuk perilaku yang mencerminkan nilai toleransi.


Penguatan perilaku
tidak diskriminatif dapat dilakukan melalui pembiasaan dalam lingkungan
pendidikan. Banks (2019) menjelaskan bahwa pengalaman interaksi yang berulang
dapat membentuk kebiasaan sosial. Tilaar (2015) mengkaji bahwa pendidikan
memiliki fungsi dalam membentuk perilaku sosial melalui proses pembelajaran.
Abdullah (2017) menunjukkan bahwa praktik pendidikan yang inklusif
berkontribusi terhadap pembentukan perilaku yang menghargai perbedaan.


 


2.    
Kemampuan Bekerja
Sama dalam Keberagaman


Kemampuan bekerja
sama dalam keberagaman menjadi bagian dari aspek psikomotor yang berkaitan
dengan interaksi sosial dalam masyarakat multikultural. Banks (2019)
menjelaskan bahwa kerja sama dalam konteks multikultural mencakup kemampuan
untuk berkolaborasi dengan individu dari latar belakang berbeda. Gay (2018)
mengkaji bahwa pembelajaran kolaboratif dapat digunakan untuk mengembangkan
kemampuan tersebut. Nieto dan Bode (2018) menunjukkan bahwa kerja sama dalam
keberagaman berkaitan dengan pengembangan kompetensi sosial.


Kemampuan bekerja
sama juga mencakup keterampilan komunikasi yang efektif dalam interaksi sosial.
Abdullah (2017) menjelaskan bahwa komunikasi menjadi bagian dari proses
pembentukan hubungan antar individu. Hefner (2015) mengkaji bahwa kemampuan
komunikasi dalam masyarakat multikultural berkontribusi terhadap pengurangan
konflik. Azra (2019) menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran dalam
mengembangkan keterampilan tersebut melalui pendekatan yang kontekstual.


Pengembangan
kemampuan bekerja sama dalam keberagaman dapat dilakukan melalui berbagai
strategi pembelajaran, antara lain:



 	Pembelajaran
     berbasis kelompok




Interaksi
antar peserta didik digunakan untuk mengembangkan kemampuan kerja sama (Banks,
2019; Gay, 2018; Nieto & Bode, 2018).



 	Simulasi sosial




Kegiatan
simulasi digunakan untuk melatih interaksi dalam konteks keberagaman (Abdullah,
2017; Azra, 2019; Hefner, 2015).



 	Proyek
     kolaboratif lintas budaya




Peserta
didik dilibatkan dalam kegiatan yang mencerminkan keberagaman sosial (Banks,
2019; Tilaar, 2015; Gay, 2018).


Strategi tersebut
menunjukkan bahwa kemampuan bekerja sama dalam keberagaman dapat dikembangkan
melalui pengalaman langsung dalam proses pembelajaran.


 


Implementasi Nilai
dalam Interaksi Sosial


Implementasi
nilai multikultural dalam interaksi sosial menjadi indikator dari keberhasilan
pendidikan dalam ranah psikomotor. Banks (2019) menjelaskan bahwa pendidikan
multikultural berfungsi dalam membentuk perilaku yang mencerminkan nilai
toleransi dan keadilan. Gay (2018) mengkaji bahwa implementasi nilai dalam
praktik sosial berkaitan dengan pengalaman belajar yang berbasis keberagaman.
Abdullah (2017) menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran dalam menghubungkan
antara pengetahuan dan praktik sosial.


Implementasi
nilai dalam interaksi sosial mencakup berbagai bentuk perilaku yang
mencerminkan sikap inklusif. Hefner (2015) menjelaskan bahwa interaksi sosial
dalam masyarakat multikultural melibatkan negosiasi identitas dan nilai. Azra
(2019) mengkaji bahwa nilai moderasi beragama dapat diimplementasikan dalam
interaksi sehari-hari. Tilaar (2015) menunjukkan bahwa pendidikan memiliki
fungsi dalam membentuk perilaku sosial yang adaptif.


Penguatan
implementasi nilai dalam interaksi sosial dapat dilakukan melalui lingkungan pendidikan
yang mendukung praktik multikultural. Banks (2019) menjelaskan bahwa lingkungan
yang inklusif berkontribusi terhadap pembentukan perilaku. Gay (2018) mengkaji
bahwa pengalaman belajar yang berbasis interaksi sosial dapat meningkatkan
kemampuan peserta didik dalam menerapkan nilai. Abdullah (2017) menunjukkan
bahwa integrasi nilai dalam pendidikan memiliki implikasi terhadap pembentukan
masyarakat yang inklusif.










 


Implementasi Nilai dalam Interaksi Sosial


Implementasi nilai multikultural
dalam interaksi sosial merepresentasikan tahap aktualisasi dari proses
pembelajaran yang telah berlangsung pada ranah kognitif dan afektif. Dalam
kajian pendidikan, implementasi ini berkaitan dengan kemampuan individu dalam
menerjemahkan nilai menjadi tindakan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Banks
(2019) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural diarahkan pada pembentukan
perilaku yang mencerminkan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap
keberagaman. Gay (2018) mengkaji bahwa praktik sosial yang inklusif terbentuk
melalui pengalaman belajar yang berbasis interaksi lintas budaya. Abdullah
(2017) menunjukkan bahwa hubungan antara pengetahuan dan tindakan sosial
menjadi indikator dalam menilai efektivitas pendidikan multikultural.


Implementasi nilai
dalam interaksi sosial mencakup perilaku yang menunjukkan pengakuan terhadap
perbedaan dalam konteks kehidupan sosial. Hefner (2015) menjelaskan bahwa
interaksi dalam masyarakat multikultural melibatkan proses negosiasi identitas
yang dinamis. Azra (2019) mengkaji bahwa nilai moderasi beragama berperan dalam
membentuk pola interaksi yang tidak eksklusif. Tilaar (2015) menunjukkan bahwa
praktik sosial dalam pendidikan memiliki keterkaitan dengan pembentukan
struktur sosial yang mencerminkan keberagaman. Dalam konteks ini, perilaku
individu dipengaruhi oleh pengalaman interaksi yang berlangsung dalam
lingkungan pendidikan.


Implementasi nilai
multikultural juga berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengelola
perbedaan dalam situasi sosial yang kompleks. Banks (2019) menjelaskan bahwa
interaksi sosial dalam pendidikan berfungsi sebagai ruang untuk mengembangkan
keterampilan sosial yang adaptif. Gay (2018) mengkaji bahwa kemampuan ini
mencakup komunikasi yang sensitif terhadap budaya dan pemahaman terhadap
perspektif lain. Abdullah (2017) menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran
dalam membentuk kemampuan tersebut melalui pendekatan pembelajaran yang
kontekstual.


Bentuk implementasi
nilai dalam interaksi sosial dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator
perilaku sebagai berikut:



 	Penggunaan
     komunikasi inklusif




Komunikasi
yang menghargai perbedaan dan menghindari stereotip menjadi bagian dari praktik
sosial (Gay, 2018; Banks, 2019; Hefner, 2015).



 	Partisipasi
     dalam interaksi lintas budaya




Keterlibatan
dalam aktivitas sosial yang melibatkan kelompok berbeda menunjukkan penerapan
nilai multikultural (Tilaar, 2015; Azra, 2019; Abdullah, 2017).



 	Kemampuan
     resolusi konflik berbasis dialog




Penyelesaian
konflik dilakukan melalui pendekatan dialogis yang mempertimbangkan perspektif
berbagai pihak (Banks, 2019; Hefner, 2015; Esposito, 2018).



 	Praktik
     penghormatan terhadap identitas sosial




Perilaku
yang mengakui keberadaan identitas budaya dan agama dalam interaksi sosial
(Parekh, 2016; Azra, 2019; Gay, 2018).


Lingkungan pendidikan
berperan dalam memperkuat implementasi nilai melalui pembentukan kebiasaan
sosial yang berulang. Banks (2019) menjelaskan bahwa pengalaman belajar yang
konsisten dapat membentuk pola perilaku yang stabil. Gay (2018) mengkaji bahwa
lingkungan yang responsif terhadap keberagaman mendukung perkembangan
kompetensi sosial peserta didik. Abdullah (2017) menunjukkan bahwa institusi
pendidikan memiliki peran dalam menyediakan ruang interaksi yang memungkinkan
praktik nilai multikultural secara berkelanjutan. Dalam konteks ini,
implementasi nilai tidak diposisikan sebagai hasil instan, melainkan sebagai
proses yang terbentuk melalui pengalaman sosial yang terstruktur.


 


KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI


Kajian mengenai multikultural dalam perspektif hukum
Islam menunjukkan bahwa konsep keberagaman telah menjadi bagian dari struktur
normatif ajaran Islam yang berkembang dalam berbagai konteks sosial. Dalam
perspektif umum, multikulturalisme dipahami sebagai kerangka konseptual yang
menekankan pengakuan terhadap keberagaman identitas dalam masyarakat. Banks
(2019) menjelaskan bahwa multikulturalisme dalam pendidikan berkaitan dengan
integrasi nilai keberagaman dalam proses pembelajaran. Parekh (2016) mengkaji
bahwa pengakuan terhadap identitas menjadi bagian dari prinsip
multikulturalisme. Azra (2019) menunjukkan bahwa dalam konteks Islam,
keberagaman dipahami sebagai bagian dari realitas sosial yang memiliki dimensi
teologis.


Dalam perspektif hukum Islam klasik, multikulturalisme
tercermin melalui praktik sosial yang mengakomodasi keberagaman dalam
masyarakat. Hallaq (2018) menjelaskan bahwa hukum Islam klasik berkembang dalam
konteks masyarakat plural yang menuntut adanya pengaturan relasi antar
kelompok. An-Na’im (2016) mengkaji bahwa Piagam Madinah mencerminkan bentuk
awal pengelolaan masyarakat multikultural. Kamali (2019) menunjukkan bahwa
prinsip keadilan dan toleransi menjadi dasar dalam pengaturan hubungan sosial
dalam hukum Islam klasik.


Perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer
menunjukkan adanya reinterpretasi terhadap konsep multikultural dalam merespons
dinamika modern. Abdullah (2017) menjelaskan bahwa pemikiran Islam kontemporer
berupaya mengintegrasikan nilai tradisional dengan prinsip modern seperti hak
asasi manusia. Azra (2019) mengkaji bahwa konsep moderasi beragama (wasathiyah) digunakan
sebagai kerangka dalam memahami keberagaman. Esposito (2018) menunjukkan bahwa
perkembangan ini mencerminkan dinamika pemikiran Islam dalam menghadapi globalisasi
dan pluralisme.


Aplikasi nilai multikultural dalam pendidikan Islam
mencakup integrasi dalam kurikulum, peran guru, dan lingkungan pendidikan.
Banks (2019) menjelaskan bahwa kurikulum multikultural berfungsi dalam
merepresentasikan keberagaman dalam materi pembelajaran. Gay (2018) mengkaji
bahwa guru memiliki peran dalam mengembangkan pembelajaran yang responsif
terhadap budaya. Tilaar (2015) menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan yang
inklusif berkontribusi terhadap pembentukan sikap sosial peserta didik.


Implikasi pendidikan multikultural dalam Islam terhadap
domain pembelajaran menunjukkan keterkaitan antara aspek kognitif, afektif, dan
psikomotor. Anderson dan Krathwohl (2017) menjelaskan bahwa aspek kognitif
berkaitan dengan kemampuan memahami dan menganalisis konsep keberagaman.
Krathwohl et al. (2016) mengkaji bahwa aspek afektif mencakup pembentukan sikap
toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Simpson (2016) menunjukkan bahwa
aspek psikomotor berkaitan dengan implementasi nilai dalam bentuk perilaku
sosial.


Temuan kajian
menunjukkan bahwa integrasi multikultural dalam pendidikan Islam memiliki
keterkaitan dengan pembentukan sikap inklusif dalam masyarakat. Hefner (2015)
menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peran dalam mengurangi konflik berbasis
identitas melalui internalisasi nilai toleransi. Abdullah (2017) mengkaji bahwa
pendidikan multikultural berfungsi dalam membangun kesadaran sosial terhadap
keberagaman. Azra (2019) menunjukkan bahwa pendekatan moderasi beragama menjadi
bagian dari strategi dalam mengembangkan pendidikan yang berbasis keberagaman.


 


PENELITIAN
LANJUTAN


Pengembangan pendidikan multikultural dalam perspektif
hukum Islam memerlukan penguatan pada tingkat kebijakan dan implementasi.
Tilaar (2015) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan memiliki peran dalam
menentukan arah pengembangan kurikulum. Banks (2019) mengkaji bahwa integrasi
nilai multikultural dalam kebijakan pendidikan berkontribusi terhadap
pembentukan sistem pendidikan yang inklusif. Azra (2019) menunjukkan bahwa
penguatan moderasi beragama dalam kebijakan pendidikan menjadi bagian dari
upaya mengelola keberagaman.


Institusi pendidikan dapat mengembangkan strategi
pembelajaran yang mengintegrasikan nilai multikultural dalam berbagai mata
pelajaran. Gay (2018) menjelaskan bahwa pendekatan culturally responsive teaching dapat
digunakan dalam mengakomodasi keberagaman dalam kelas. Abdullah (2017) mengkaji
bahwa penguatan kompetensi guru dalam pendidikan multikultural menjadi faktor
dalam efektivitas pembelajaran. Banks (2019) menunjukkan bahwa pengembangan
kurikulum berbasis multikultural memiliki implikasi terhadap pembentukan sikap
peserta didik.


Pendidik memiliki peran dalam membentuk lingkungan
belajar yang mendukung interaksi sosial berbasis keberagaman. Hefner (2015)
menjelaskan bahwa interaksi dalam lingkungan pendidikan berkontribusi terhadap
pembentukan sikap toleransi. Azra (2019) mengkaji bahwa guru dapat berperan
dalam menyampaikan nilai moderasi beragama kepada peserta didik. Tilaar (2015)
menunjukkan bahwa peran pendidik berkaitan dengan pembentukan struktur sosial
dalam pendidikan.


Penelitian lanjutan dapat mengkaji implementasi
pendidikan multikultural dalam konteks empiris untuk mengidentifikasi praktik
terbaik dalam pengelolaan keberagaman. Banks (2019) menjelaskan bahwa
penelitian dalam pendidikan multikultural berkontribusi terhadap pengembangan
teori dan praktik. Abdullah (2017) mengkaji bahwa kajian empiris diperlukan
untuk memahami dinamika implementasi di lapangan. Azra (2019) menunjukkan bahwa
penelitian tersebut memiliki implikasi terhadap pengembangan kebijakan
pendidikan berbasis keberagaman.
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